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PEMERINTAH CARI SOLUSI MASALAH RUMAH BERSUBSIDI
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Pemerintah Cari
Solusi Masalah
Rumah Bersubsidi

Pembangunan 12.000 rumah bersubsidi di Kabupaten
Cirebon terancam gagal. BPN dan pemkab berkomitmen
mencari solusi terkait perbedaan pandangan tentang RTRW.

CIREBON, KOMPAS — Badan Per-
tanahan Nasional Kabupaten
Cirebon dan Pemerintah Ka-
bupaten Cirebon berkomitmen
mencari solusi atas terhambat-
nya pembangunan rumah ber-
subsidi. Kasus itu berpotensi
mengurangi pendapatan asli
daerah sekaligus merugikan
pengusaha dan masyarakat.

"Kami akan bertemu dengan
Bupati Cirebon (Imron Rosya-
di) untuk membicarakan ma-
salah ini,” ujar Kepala BPN
Kabupaten Cirebon Lutfi Za-
karia, Senin (2/12/2019), di Ci-
rebon. Pertemuan itu diharap-
kan menuntaskan persoalan
pembangunan rumah bersub-
sidi yang dinilai tidak sesuai
tata ruang.

Sebelumnya,  pengembang
mengeluhkan belum diterbit-
kannya sertifikat hak guna ba-
ngunan (SHGB) induk oleh
BPN Kabupaten Cirebon. Pada-
hal, mereka telah mengantongi
sejumlah persyaratan, seperti
fatwa dan izin lokasi dari Pem-
kab Cirebon. Akibatnya, pem-
bangunan sekitar 12,000 rumah
bersubsidi terancam tidak te-
realisasi.

Menurut Lutfi, pihaknya ha-
nya menjalankan aturan, tidak
bermaksud menghambat inves-
tasi perumahan. Saat ini, pihak-
nya mengkaji 21 berkas pem-
bangunan perumahan yang me-
menuhi pertimbangan teknis
pertanahan.

Pertimbangan dari BPN
menjadi syarat mendapatkan
SHGB induk. Pertimbangan itu
memuat ketentuan dan syarat
penguasaan, pemilikan, peng-

gunaan, dan pemanfaatan ta-
nah dengan memperhatikan
kesesuaian tata ruang.

Pembangunan perumahan di
kawasan industri berkonsep ba-
ngunan vertikal. "Setelah dicek
dan diukur titik koordinatnya,
ternyata lokasi tidak sesuai per-
untukannya. Ada yang masuk
LP2B (lahan pertanian pangan
berkelanjutan). Ada yang di ka-
wasan industri, tetapi bukan
perumahan vertikal,” kata Lutfi
yang baru memimpin BPN Ka-
bupaten Cirebon satu bulan.

Hal ini bertentangan dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Ta-
hun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ci-
rebon 2018-2038. Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ru-
ang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan Pasal 12 menyebut-
kan, penggunaan dan peman-
faatan tanah harus sesuai tata
ruang.

Dalam RTRW baru, LP2B se-
luas 40000 hektar yang terse-
bar di 40 kecamatan tidak boleh
beralih fungsi.

Sinkronkan pandangan
Menurut Lutfi, Pemkab Ci-
rebon tentu memiliki dasar hu-
kum saat memberikan fatwa
lokasi kepada pengembang. Ka-
rena itu, pihaknya perlu me-
nyinkronkan pandangan de-
ngan Pemkab Cirebon. Pihak-
nya juga berkomunikasi dengan
Kementerian ATR/BPN.
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-
nataan Ruang Kabupaten Cire-

bon Uus Sudrajat mengatakan,
fatwa atau izin pemanfaatan ru-
ang untuk perumahan sesuai
RTRW. "Rabu (3/12) kami rapat
dengan Pak Sekda,” katanya.

Ketua Real Estate Indonesia
Wilayah III Cirebon Gunadi
mendesak segera ada solusi dari
pemkab dan BPN Kabupaten
Cirebon agar sekitar 12.000
rumah bersubsidi dapat diba-
ngun. "Ini untuk memenuhi ke-
butuhan rumah bagi masyara-
kat berpenghasilan rendah
hingga 2021. Jika tidak, setiap
pengembang bisa rugi Rp 3 mi-
liar-Rp 5 miliar,” katanya.

Pengembangan perumahan
di Wilayah IIT Cirebon cukup
pesat. Setiap tahun, kata Guna-
di, 7000-8000 rumah tereali-
sasi di Kota Cirebon, Kabupa-
ten Cirebon, Indramayu, Maja-
lengka, dan Kuningan. "Sekitar
40 persen dibangun di Kabupa-
ten Cirebon. Setiap Juli-Agus-
tus kuota rumah bersubsidi ha-
bis,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten
Cirebon, Yoga Setiawan, me-
ngatakan, bupati harus segera
bersikap. Dalam PP No 24/2018
tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik, Pasal 98 menyebut-
kan, kepala daerah, termasuk
bupati, berwenang menetapkan
keputusan untuk menyelesai-
kan hambatan perizinan.

Jika tidak ada solusi, kata
Yoga, investor bakal ragu berin-
vestasi di Cirebon. "Pemkab ru-
gi karena kehilangan pendapat-
an asli daerah. Saat ini, Rp 40
miliar. Padahal, tahun lalu Rp
60 miliar,” katanya. (1K)

Pembangunan 12.000 rumah bersubsidi di Kabupaten Cirebon terancam gagal. BPN dan
pemkab berkomitmen mencari solusi terkait perbedaan pandangan tentang RTRW.
Keseriusan pemerintah dalam menangani masalah perumahan rakyat dipertanyakan. Di
satu sisi, kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selalu meningkat
setiap tahunnya seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Namun di sisi lain, aspek
dukungan pendanaan yang digelontorkan pemerintah masih kurang.
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